PERATURAN DEWAN DIREKSI

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR _5:{' TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Menimbang

Mengingat

a.

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa Peraturan Dewan Direksi Nomor 3/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022
Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di
Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan Peraturan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran
Publik Televisi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan
Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Nomor 3/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 Tentang Sistem Klasifikasi
Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang...




Menetapkan

5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005
tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012, Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis;

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
201 tentang Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai
Guna Sekunder;

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Keuangan;

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan
Komunikasi dan Informatika;

1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian;

12. Peraturan Dewan Direksi No 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia.Nomor 150 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan
Dewan Direksi No 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia;

13. Peraturan Dewan Direksi No 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik Televisi Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dewan Direksi Nomor 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Direksi No
19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA.




Pasal 1
Ketentuan dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia Nomor 3/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022
Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A
Hak Akses Arsip Dinamis

(1) Ketentuan akses arsip dinamis terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu
pengguna yang ada dilingkungan internal dan pengguna dari lingkungan
eksternal instansi. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengguna di lingkungan internal instansi

1. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh arsip dinamis yang berada di bawah kewenangannya,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pimpinan Tingkat Tertinggi (Eselon |) yaitu Direktur Utama
mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip
dinamis;

b) Pimpinan Tingkat Tinggi (Eselon I[I, satu tingkat dibawah
pimpinan level tertinggi), yaitu Dewan Direksi mempunyai
kewenangan untuk mengakses arsip dinamis di bawah
kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk
informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan
yang satu level dengan unit di luar unit Pengolahnya, kecuali
telah mendapatkan izin dari Pimpinan Tingkat Tinggi Madya
Penanggung Jawab Arsip; dan

c) Pimpinan Tingkat Menengah (Eselon lll, satu tingkat di bawah
pimpinan tingkat tinggi), yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh
arsip dinamis dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan
hak akses untuk informasi yang terdapat pada Pimpinan
Tingkat Tinggi dan yang satu level di luar unit pengolah
kecuali telah mendapatkan izin dari Pimpinan Tingkat Tinggi
Penanggung Jawab Arsip.

2. Pelaksana Kebijakan, yaitu Pejabat Pengawas, Arsiparis, dan Pejabat
Fungsional Umum/Teknis yang mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip dinamis yang berada di bawah
kewenangannya dengan tingkat Kklasifikasi biasa, tetapi tidak
diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas,
rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada Pimpinan Tingkat
Tinggi, Pimpinan Tingkat Menengah dan yang satu tingkat di atas
Unit Pengolah kecuali telah mendapatkan izin.

3. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip
dinamis pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi
pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Pengguna di lingkungan eksternal

1. Publik dapat mengakses arsip dinamis setelah mendapat izin dari
Pimpinan Tingkat Menengah berdasarkan pedoman klasifikasi
keamanan dan akses arsip.

2. Pengawas eksternal dapat mengakses arsip dinamis pada pencipta
arsip secara bersama-sama dengan Satuan Pengawas Intern dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Aparat...




3. Aparat penegak hukum dapat mengakses arsip dinamis pada
pencipta arsip secara bersama-sama dengan pengawas internal
yvang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang
ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegak hukum.

Pasal 1l
Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal \\ April 2025




